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INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK

Riwayat Artikel Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak

dan Sosialisai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian mengunakan
Diterima: pendekatan kuantitatif dengan menghimpun data primer. Sampel yang digunakan
Direvisi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP
Dipublikasikan: Pratama Surakarta dengan jumlah 100 responden. Analisis data menggunakan

software SPSS versi 26. Hasil penelitian menemukan bahwa Literasi Pajak,
Kata Kunci Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

Kepatuhan ~ Wajib  Pajak, Wajib Pajak.
Literasi Pajak, Digitalisasi
Pajak, Sosialisasi Pajak.

A. Pendahuluan

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau kelompok
yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (UU KUP No. 28 Tahun
2007). Pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan negara karena menjadi sumber pendapatan terbesar
yang dimanfaatkan untuk menjalankan pemerintahan, membiayai pembangunan, serta menyediakan
pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tingginya kepatuhan wajib pajak menjadi
faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta
dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja positif dengan penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Surakarta Tahun 2022-2024

Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Persentase Capaian
2022 Rp 1,070 triliun Rp 1,245 triliun 116,32%
2023 Rp 985 miliar Rp 1,018 triliun 103,34%
2024 Rp 1,179 triliun Rp 1,182 triliun 100,29%

Sumber: Data primer KPP Pratama Surakarta.

Sesuai data yang dirilis oleh KPP Pratama Surakarta, penerimaan pajak pada tahun 2022-2024
melebihi target dengan mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak yang
tinggi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta tergolong tinggi.
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Hal ini sejalan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta yang memiliki
tren positif dari tahun 2022-2024 dengan rasio kepatuhan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP KPP Pratama Surakarta Tahun 2022-2024

Jumlah WPOP yang Lapor SPT

Tahun Tepat Waktu Terlambat Jumlah Lapor Rasio Kepatuhan
2022 45.682 11.246 56.928 81%
2023 40.527 10.282 50.809 89%
2024 42.080 4.540 46.620 94%

Sumber: Data primer KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan data di atas, rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surakarta dari tahun
2022-2024 mengalami peningkatan dan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun, kondisi tersebut
tidak sepenuhnya menggambarkan kepatuhan yang merata di kalangan wajib pajak. Dikutip dari rri.co.id.,
pada Agustus 2024, KPP Pratama Surakarta bersama Kanwil DJP Jateng Il menyita aset tujuh wajib pajak
perorangan dan badan yang menunggak pajak senilai Rp 2,7 miliar dengan rata-rata menunggak pajak
selama 2-3 tahun. Berdasarkan kasus tersebut, dapat diartikan bahwa masih terdapat tantangan dalam
menjaga konsistensi kepatuhan pajak di tengah pencapaian kepatuhan pajak yang positif.

Meningkatkan perilaku patuh pajak tidaklah mudah meskipun sistem pemungutan pajak di Indonesia
telah menganut self assessment system dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk mendaftar,
menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya sendiri (Yuliati dan Fauzi 2020). Literasi
pajak dalam hal ini berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak, khususnya di era transformasi pajak.
Literasi pajak dapat diartikan sebagai kemampuan individu khususnya wajib pajak dalam memahami
sistem, aturan, dan prosedur perpajakan (Pane dkk., 2024). Banyak masyarakat yang belum paham akan
pajak dan manfaat dari pajak yang dibayarkan, terlebih banyaknya aturan-aturan pajak yang kerap berubah
dari waktu ke waktu (Meikhati dkk., 2023). Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan
berbagai kebijakan yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak diantaranya seperti penggunaan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberlakukan secara penuh pada 1
Juli 2024, penerapan sistem administrasi perpajakan baru bernama Coretax Administration System (CTAS)
pada awal tahun 2025 dan perubahan tarif efektif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (DJP., 2024).
Perubahan-perubahan tersebut semakin menegaskan pentingnya peningkatan literasi pajak agar wajib pajak
dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan yang baru. Wajib pajak dengan
pengetahuan pajak yang memadai akan lebih menyadari hak dan kewajiban serta manfaat pajak bagi
pembangunan bangsa (Lailia dkk., 2024). Wajib pajak yang memiliki literasi pajak tinggi akan berdampak
positif bagi kepatuhan pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Simorangkir (2023) dan
Sholikhati & Umaimah (2024) yang menyatakan bahwa Literasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Sementara pada penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) menyatakan bahwa literasi pajak
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di era teknologi yang berkembang pesat, digitalisasi pada layanan pajak menjadi inovasi pemerintah
dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Digitalisasi pajak merupakan inovasi pemerintah pada layanan pajak
dengan menyediakan kepada wajib pajak berupa fasilitas aplikasi layanan pajak berbasis online yang
diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak (Tambun dan Atmojo
2020). Digitalisasi layanan pajak seperti e-filing (pelaporan SPT), e-billing (kanal pembayaran pajak), dan
lain sebagainya diluncurkan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Berbagai
aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam mendaftar, melapor dan membayar
pajak secara elektronik yang lebih hemat waktu, akurat dan tanpa kertas sehingga pelayanan pajak lebih
efisien (Hajering 2024). Kebijakan terbaru seperti Coretax Administration System (CTAS) yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 akan mengintegrasikan seluruh proses
bisnis seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, penagihan pajak dan
pemeriksaan pajak sehingga administrasi pajak lebih efisien (DJP, 2024). Sistem perpajakan yang lebih
efisien, memberikan kemudahan bagi wajib yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak
(Azzahra dan Krishantoro 2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Tambun & Resti (2022)
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yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada
penelitian Ristiyana dkk., (2024) menemukan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi
pajak bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengupayakan edukasi perpajakan oleh pemerintah
kepada masyarakat. Sosialisasi pajak dapat diartikan sebagai usaha pemerintah untuk memberikan
pengetahuan perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak dapat
menggunakan metode-metode yang tepat untuk memahami seluruh pengetahuan perpajakan baik dari
peraturan maupun prosedur perpajakan (Pangestu dan Iswara 2022). Sosialisasi pajak yang kurang di
kalangan masyarakat berdampak pada pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa pajak merupakan
suatu kewajiban dan beban, bukan sebagai kesempatan masyarakat untuk ikut andil dalam menunjang
pembangunan nasional (Zaikin dkk., 2022). Sosialisasi pajak yang diberikan secara efektif akan
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sehingga berdampak
positif pada peningkatan kepatuhan pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dan penelitian
Amalia dkk., (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Sementara pada penelitian Saputri & Nursita (2024) menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi merupakan susunan kerja psikologis yang menjelaskan bagaimana individu
menginterpretasikan dan merespons kejadian sekitar dengan mencari penjelasan atau alasan untuk peristiwa
tersebut (Wardani dkk., 2024). Teori atribusi terdiri dari atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi
internal dipengaruhi oleh sifat, karakter dan sikap dari dalam diri suatu individu, sedangkan atribusi
eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu (Ristiyana dkk., 2024). Pada penelitian ini, Literasi
Pajak termasuk dalam atribusi internal, sedangkan Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak termasuk dalam
atribusi eksternal. Wajib pajak dengan tingkat Literasi Pajak yang tinggi, cenderung membentuk atribusi
internal yang positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sementara itu, Digitalisasi Pajak diharapkan mampu
menciptakan atribusi eksternal yang positif di kalangan wajib pajak bahwa administrasi pajak semakin
efisien, transparan dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu pula
dengan Sosialisasi Pajak yang tepat dan efektif akan menciptakan atribusi eksternal yang positif di kalangan
wajib pajak sehingga berdampak positif pula pada kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Digitalisasi Pajak pada penelitian ini dapat dianalisis melalui kerangka 7echnology
Acceptance Model (TAM) yang secara khusus digunakan untuk memodelkan penerimaan pemakai terhadap
sistem informasi (Hajering 2024). Perceived Ease to Use (persepsi kemudahan) dan Perceived Usefullness
(persepsi kegunaan) suatu sistem dalam teori TAM dapat menjadi alasan diterima atau tidaknya suatu sistem
informasi (Surachman dkk., 2024). Pada penelitian ini, teori TAM digunakan untuk menjelaskan bahwa
tingkat penerimaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan berbasis digital dipengaruhi oleh Perceived
Ease to Use dan Perceived Usefullness. Wajib pajak yang menilai bahwa sistem digitalisasi pajak dapat
memberikan kemudahan dan kegunaan bagi pemenenuhan kewajiban perpajakan, cenderung akan
menerima sistem tersebut sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terdahulu tidak selalu berjalan
linier. KPP Pratama Surakarta dipilih sebagai objek penelitian karena indeks kepatuhan wajib pajak cukup
tinggi khususnya pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan
apakah Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak merupakan faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap tingginya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut:
1) Apakah Literasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2) Apakah Digitalisasi Pajak
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan 3) Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.

. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan
data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden dan menggunakan g-form
yang disebar melalui media sosial secara online. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dengan jumlah populasi sebesar 211.452 orang. Jumlah sampel
pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang diukur menggunakan rumus slovin. Kriteria
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responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan yang sudah pernah menggunakan digitalisasi layanan
pajak. Kriteria tersebut dipilih menggunakan metode purposive sampling. Jawaban responden diukur
menggunakan skala /ikert 1-5 poin. Analisis data menggunakan software SPSS versi 25 dengan melakukan
uji statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Variabel independen pada
penelitian ini adalah Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah.
Sementara variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

. Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu data yang dilihat dari nilai minimum,
nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (Ghozali 2021). Pada penelitian ini, statistik
deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang terkait.
Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif yang telah dilakukan, yang disajikan pada tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4 Hasil Analisis Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum  Mean Std. Deviation
Literasi Pajak 100 20 34 27,37 3,099
Digitalisasi Pajak 100 19 35 27,91 3,478
Sosialisasi Pajak 100 18 34 27,36 2,986
Kepatuhan Wajib Pajak 100 20 35 29,80 3,216
Valid N (litwise) 100

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.4 di atas, diketahui bahwa variabel Literasi Pajak memiliki jawaban terkecil
sebesar 20 skor dan jawaban terbesar sebesar 34 skor. Pada variabel Digitalisasi Pajak diperoleh jawaban
terkecil sebesar 19 skor dan jawaban tersbesar sebesar 35 skor. Pada variabel Sosialisasi Pajak, jawaban
terkecil diperoleh sebesar 18 skor dan jawaban terbesar sebesar 34. Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh
jawaban terkecil sebesar 20 dan jawaban terbesar sebesar 35 skor. Selain itu, standar deviasi masing-masing
variabel lebih kecil dibandingkan nilai mean pada masing-masing variabel, sehingga dapat diartikan bahwa
keberadaan data sudah baik dan nilai mean mampu digunakan untuk mempresentasikan keseluruan data.

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner yang digunakan pada
penelitian. Kuesioner dikatakan valid apabila dalam setiap butir pernyataan pada masing-masing variabel
dapat mengukur variabel yang diukur. Instrumen dikatakan valid apabila nilai signifikan yang dihasilkan
adalah <0,05 (Ghozali 2021). Berikut adalah uji validitas yang disajikan pada tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5 Hasil Uji Validitas

Variabel Instrumen  Sig (2-tailed) A Keterangan
XI1.1 0,000 0,05 Valid
X1.2 0,000 0,05 Valid
Literasi X1.3 0,000 0,05 Valid
Pajak (X1) X1.4 0,000 0,05 Valid
X1.5 0,000 0,05 Valid
X1.6 0,000 0,05 Valid
X1.7 0,000 0,05 Valid
X2.1 0,000 0,05 Valid
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Digitalisasi X2.2 0,000 0,05 Valid
Pajak (X») X2.3 0,000 0,05 Valid
X2.4 0,000 0,05 Valid

X2.5 0,000 0,05 Valid

X2.6 0,000 0,05 Valid

X2.7 0,000 0,05 Valid

X3.1 0,000 0,05 Valid

X3.2 0,000 0,05 Valid

Sosialisasi X3.3 0,000 0,05 Valid
Pajak (X3) X3.4 0,000 0,05 Valid
X3.5 0,000 0,05 Valid

X3.6 0,000 0,05 Valid

X3.7 0,000 0,05 Valid

Y.1 0,000 0,05 Valid

Y.2 0,000 0,05 Valid

Kepatuhan Y.3 0,000 0,05 Valid
Wajib Pajak Y4 0,000 0,05 Valid
Y) Y.5 0,000 0,05 Valid
Y.6 0,000 0,05 Valid

Y.7 0,000 0,05 Valid

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa dari seluruh butir pernyataan (1-28), masing-
masing variabel yang diuji terhadap 100 responden memiliki kriteria valid. Hal ini ditunjukkan pada nilai
signifikansi <0,05 yang diperoleh pada masing-masing butir pernyataan. Maka dapat disimpulkan bahwa
seluruh butir pernyataan dapat diandalkan dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas memiliki tujuan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan hasil dari suatu instrumen

penelitian. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha >0,70 (Ghozali
2021). Berikut adalah uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 1.6 di bawabh ini:

Tabel 1.6 Hasil Uji Reliabilitas

. o, Cronbach’s Standar
Varibel Penelitian Alpha Realibilitas Keterangan
Literasi Pajak 0,809 0,70 Reliabel
Digitalisasi Pajak 0,882 0,70 Reliabel
Sosialisasi Pajak 0,815 0,70 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak 0,859 0,70 Reliabel

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada masing-
masing variabel dikatakan reliabel dengan perolehan nilai Cromnbach’s Alpha >0,70. Maka dapat
disimpulkan bahwa data tersebut dapat digunakan pada pengujian tahap selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan bebas dalam model regresi
berkontribusi atau tidak. Model regresi dinyatakan baik jika data terdistribusi normal atau mendekati
normal. Data dinyatakan terdistribusi normal jika hasil uji normalitas menunjukkan nilai alpha (a) lebih
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dari sama dengan 5% atau 0,05 (Ghozali 2021). Berikut adalah hasil uji normalitas yang disajikan pada
tabel 1.7 di bawah ini:

Tabel 1.7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 100
Normal Parametersa,” Mean ,0000000

Std. Deviation 2,57219138
Most Extreme Absolute ,057
Differences Positive ,050

Negative -,057
Test Statistic ,057
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200°

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.7 di atas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. Sebesar 0,200 atau lebih besar
dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar (>) dari 0,05 maka hasil uji telah
memenuhi asumsi normalitas yang berarti data pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya
korelasi antara variabel bebas (Ghozali 2021). Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas
apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,01. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang disajikan
pada tabel 1.8 di bawah ini:

Tabel 1.8 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients®
Unstandardized Standardized Collinearity Statistics
Model Coefficients Coefficients .
T Sig.
Std.
B Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 7,622 3,044 2,504 0,014
Literasi Pajak 0,335 0,096 0,322 3,499 0,001 0,785 1,274
Digitalisasi Pajak 0,185 0,083 0,200 2,222 0,029 0,821 1,218
Sosialisasi Pajak 0,287 0,096 0,267 2982 0,004 0,834 1,200

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.8 di atas disimpulkan bahwa nilai tolerance secara keseluruhan lebih besar
(>) dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) secara keseluruhan kurang dari (<) 10. Hal tersebut
menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel independen di atas tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah pada suatu model regresi terdapat perbedaan
dalam varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2021). Model regresi
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yang baik adalah model regresi yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Model regresi dinyatakan
mengalami gejala heteroskedastisitas jika hasil nilai signifikansi < 0,05 (5%). Berikut adalah hasil uji
heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 1.9 di bawah ini:

Tabel 1.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients®
Unstandardized  Standardized
Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 2,052 1,802 1,139 0,258
Literasi Pajak 0,006 0,057 0,012 0,103 0,919
Digitalisasi Pajak -0,001 0,049 -0,003 -0,025 0,980
Sosialisasi Pajak -0,004 0,057 -0,008 -0,073 0,942

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.9 di atas disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel
lebih besar (>) dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak
mengalami heteroskedastisitas dan dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini cukup baik.

Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model
dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat (Ghozali 2021). Berikut ini adalah hasil uji koefisien
determinasi yang disajikan pada tabel 1.10 di bawah ini:

Tabel 1.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate
1 0,600° 0,360 0,340 2,61207
a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Literasi Pajak, Sosialisasi
Pajak

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.10 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien adjusted R Square yaitu
sebesar 0,351 atau sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel independen mampu
menjelaskan variabel dependen sebesar 35% dan sisanya sebesar 65% dijelaskan oleh variabel lain di luar
penelitian ini, seperti sanksi pajak, kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, tarif pajak, love of money dan
lain sebagainya.

Uji f (Simultan)

Uji f digunakan untuk menguji tingkat signifikan hubungan antar variabel bebas terhadap variabel
terikat secara bersama-sama (simultan) (Ghozali 2021). Hipotesis suatu penelitian ditolak apabila nilai
signifikansi >0,05. Sebaliknya, hipotesis diterima apabila nilai signifikansi <0,05. Berikut adalah hasil uji
f (simultan) yang disajikan pada tabel 1.11 di bawah ini:
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Tabel 1.11 Hasil Uji f (Simultan)

ANOVA®
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 368,999 3 123,000 18,027 0,000°
Residual 655,001 96 6,823
Total 1024,000 99

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Literasi Pajak, Sosialisasi Pajak
Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.11 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada kolom Sig. sebesar
0,000° atau lebih kecil (<) dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Maka dari hasil uji tersebut dapat
disimpulkan bahwa variabel Literasi Pajak (X;), Digitalisasi Pajak (X), Sosialisasi Pajak (X3) dan
Kepercayaan pada Pemerintah (X4) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Y).

Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) merupakan jawaban sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji t
digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel
terikat secara individual (parsial) (Ghozali 2021). Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi
<0,05 yang artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil uji
t (parsial) yang disajikan pada tabel 1.12 di bawah ini:

Tabel 1.12 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients®
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 7,622 3,044 2,504 0,014
Literasi Pajak 0,335 0,096 0,322 3,499 0,001
Digitalisasi Pajak 0,185 0,083 0,200 2,222 0,029
Sosialisasi Pajak 0,287 0,096 0,267 2982 0,004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: (Data diolah, 2025)

Pada tabel 1.12 di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki nilai konstanta sebesar 7,622
dengan nilai thiune 2,504 sebesar dan tingkat signifikansi sebesar 0,014. Persamaan regresi yang diperoleh
adalah sebagai berikut:

Y=0+bX;+bXo+bsXs+bsXu+ g
Y =7,622 +0,335X1 + 0,185X2 + 0,287X3 + ¢
Keterangan:

Y =  Kepatuhan Wajib Pajak
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o = Konstanta

Xi = Literasi Pajak

X = Digitalisasi Pajak

X3 = Sosialisasi Pajak

bibabs = Koefisien regresi dari X;, X2, X3
€ = Kesalahan Residu

Berdasarkan tabel 1.12 di atas dapat dilihat hasil uji t mengenai pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Variabel Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialiasasi Pajak
masing-masing memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil (<) dari tingkat singnifikansi 0,05 (5%), maka
hipotesis 1, 2, dan 3 dinyatakan diterima.

Pembahasan
Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa literasi pajak wajib pajak orang pribadi
pada KPP Pratama Surakarta sudah berada pada ketegori yang baik. Hal ini dibuktikan dengan variabel
Literasi Pajak (X1) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang mana nilai signifikansi tersebut
lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,050, sehingga dapat dinyatakan Literasi Pajak berpengaruh positif
terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan H; diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi pajak
yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin baik pula pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait
perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Literasi pajak yang tinggi dipengaruhi oleh
beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pada penelitian ini, Wajib Pajak Orang Pribadi
pada KPP Pratama rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu S1 sehingga lebih mudah
memahami informasi mengenai perpajakan yang menyebabkan wajib pajak cenderung patuh terhadap
peraturan perpajakan (Pane dkk., 2024).

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi yang menyatakan bahwa
perilaku seseorang termasuk perilaku kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh atribusi atau penilaian individu
terhadap penyebab dari suatu kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh individu. Pada konteks ini,
Literasi Pajak sebagai atribusi internal berperan dalam membentuk persepsi dan penilaian wajib pajak
terkait kewajiban perpajakannya. Individu yang memiliki literasi pajak yang baik, lebih memahami tata
cara pelaporan, pembayaran pajak, serta hak dan kewajiban pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Simorangkir (2023) yang menemukan bahwa
semakin tinggi literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Sholikhati & Umaimah (2024)
yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta cenderung menerima sistem digitalisasi pajak dengan cukup baik dalam menunjang pemenuhan
kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan variabel Digitalisasi Pajak (X:) yang memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,026 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu
0,05. Nilai signifikan di bawah 0,05 menunjukkan variabel Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap
variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial, maka H; diterima. Artinya semakin efektif penerapan
digitalisasi pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak yang baik akan memudahkan
wajib pajak dalam mengakses informasi, melakukan pelaporan, serta memenuhi kewajiban pajaknya secara
tepat waktu dan akurat.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijelaskan menggunakan teori Technology Acceptance Model
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(TAM). Pada teori TAM, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahaan dan persepsi
kegunaan. Digitalisasi pajak yang dirancang dengan baik akan meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap
kegunaan sistem seperti kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan persepsi wajib
pajak terhadap kemudahan penggunaan seperti tidak rumit dan mudah dipahami. Ketika wajib pajak
memiliki persepsi positif terhadap kegunaan dan kemudahan sistem digitalisasi perpajakan, maka tingkat
penerimaan terhadap sistem teknologi tersebut meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada
peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerimaan wajib pajak terhadap digitalisasi pajak,
semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Tambun & Resti (2022) dan Wijaya dkk., (2025) yang
menemukan bahwa digitalisasi pajak dapat meningkatkan efesiensi dan kemudahan dalam pelaporan dan
pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP
Pratama Surakarta sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan variabel Sosialisasi Pajak (X3) yang
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat
signifikan yaitu 0,05. Nilai signifikan di bawah 0,05 menunjukkan variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh
positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial, maka Hj diterima. Artinya, semakin
intensif dan efektif kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, semakin tinggi pula
kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang tepat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib
pajak terkait hak dan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi dimana sosialisasi pajak berperan sebagai
faktor atribusi eksternal yang memperngaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan
dengan baik, jelas, dan mudah dipahami akan membantu membentuk atribusi eksternal positif terhadap
kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memahami manfaat dan pentingnya pajak serta sanksi yang
didapat apabila mereka tidak patuh pajak melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak cenderung termotivasi
untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Saputri & Nursita (2024) dan Amalia dkk., (2024) yang
menyatakan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara efektif, baik melalui media konvensional
maupun digital, dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban perpajakan.

. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak,
Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi di KPP Pratama Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan
pemahaman perpajakan, kemudahan dan pemanfaatan sistem teknologi, dan program sosialisasi pajak yang
efektif, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan
karena hanya dilakukan di satu kantor pelayanan pajak dengan sampel yang relatif sedikit yakni 100
responden, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, peneliti
menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian, melakukan pendekatan
kualitatif melalui wawancara guna memahami lebih dalam persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan
dan pemerintah, serta mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak seperti Sanksi Pajak, Religiusitas, Nasionalisme, Keadilan Pajak dan lain
sebagainya.
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